BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI FUNGSI SOSIAL TANAH DAN

PEMBANGUNAN RUMAH

A. Tinjauan Umum Mengenai Tanah

1. Pengertian Tanah

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan
Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional
merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas
kehidupan rakyat dan mempunyai peranan Yyang penting bagi
kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti
memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan
kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang
tanah. Tanah merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan
Tuhan pada negara kita. Untuk itulah supaya tidak timbul masalah,
pemerintah berusaha mengaturnya dengan baik. Keadaan negara kita
sebagai negara berkembang menuntut kita melakukan banyak perbaikan
dan pembangunan. Banyaknya mansuia yang memerlukan tanah, tetapi
tidak bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti
permasalahannya. Mau tidak mau untuk menjalankan pembangunan,

diadakan proses pengadaan tanah yang asalnya dari tanah yang sudah
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dihaki oleh rakyat. Proses tersebut cukup memakan waktu yang lama,

oleh karena salah satu pihak merasa adanya ketidakadilan.
2. Fungsi Tanah

Fungsi tanah bagi kehidupan manusia adalah sebagai tempat
dimana manusia tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari, menanam
tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi
manusia. Seperti pendapat Benhard Limbong dalam bukunya yang
berjudul Konflik Pertanahan “Tanah bagi kehidupan manusia memiliki
arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupannya
tergantung pada tanah. Tanah adalah Karunia dari Tuhan Yang Maha
Esa kepada umat manusia di muka bumi. Sejak lahir sampai meninggal
dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber
kehidupan. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial,

kultural, politik, dan ekologis”.26

3. Asas-Asas Tanah

Dalam UUPA dimuat sebelas asas dari Hukum Agraria Nasioanal.
Asas-asas ini karena sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai
pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Sebelas

asas tersebut, adalah sebagai berikut?® :

26 Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012,
him. 2

%7 Santoso, Urip, Hukum Agraria-Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, 2012
him. 53-66
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a. Asas Kenasionalan
Asas kenasionalan ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1), Ayat (2),
dan ayat (3) UUPA, yaitu :
1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari
seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa
Indonesia.
2) Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam vyang terkandung di dalamnya dalam wilayah
Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia
dan merupakan kekayaan nasional.
3) Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan
ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah

hubungan yang bersifat abadi.

b. Asas pada Tingkatan Tertinggi, Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan
Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya Dikuasai oleh

Negara.

Asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA vyang
menyatakan bahwa : “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3
Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal
1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh
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negara sebagai organisasi kekuasan seluruh rakyat”. UUPA berpangkal
pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditetapkan dalam
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah perlu dan
tidaklah pada tempatnya bahwa Negara bertindak sebagai pemilik
tanah. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Sesuali
dengan pangkal pendirian tersebut, perkataan “dikuasai” disini bukan
berarti “dimiliki”, akan tetapi pengertian yang memberi wewenag
kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk pada
tingkatan tertinggi.
1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,

air, dan ruang angkasa.

Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Negara yang
Berdasarkan atas Persatuan Bangsa daripada Kepentingan

Perseorangan atau Golongan

Asas ini ditemukan dalam Pasal 3 UUPA, yaitu: “Dengan hak

ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat
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Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan
negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang

lebih tinggi.”

. Asas Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial

Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ditemukan
dalam Pasal 6 UUPA, yaitu: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial.” Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial tidak hanya berupa
Hak Milik, akan tetapi juga Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

Hak Pakai, dan Hak Sewa Untuk Bangunan.

Asas Hanya Warga Negara Indonesia yang Mempunyai Hak
Milik Atas Tanah

Asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik
atas tanah ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA, yaitu: “hanya
warga negara Indonesia mempunyai hubungan yang sepenuhnya
dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan
Pasal 1 dan Pasal 2.” Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1)
UUPA, yaitu: “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak
Milik.” Prinsip ini menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia

yang berkedudukan sebagai subjek Hak Milik. Orang yang
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berkewarganegaraan Indonesia di samping juga berkewarganegaraan
asing tidak dapat mempunyai tanah Hak Milik. Orang asing yang
berkedudukan di Indonesia tidak dapat mempunyai tanah berstatus
Hak Milik, melainkan hanya dapat menguasai tanah berstatus Hak
Pakai dan Hak Sewa Untuk Bangunan dengan jangka waktu yang

terbatas.

Asas Persamaan Bagi Setiap Warga Negara Indonesia

Asas ini ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA, yaitu: “tiap-
tiap warga negara Indonesia, baik pria maupun wanita mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta
untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun
keluarganya.” Asas ini menetapkan bahwa warga negara Indonesia
baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperolah hak atas tanah. Di sisni tidak dipersoalkan warga negara
Indonesianya itu warga negara Indonesia asli, warga negara Indonesia
keturunan, ataukah warga negara Indonesia naturalisasi. Demikian
juga tidak dibedakan agama maupun suku dari warga negara Indonesia
tersebut. Hak atas tanah yang diperoleh adalah semua hak atas tanah
yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai, maupun Hak Sewa Untuk bangunan. Manfaat dan hasil yang
diperoleh dari hak atas tanah tidak hanya dirasakan oleh dirinya

sendiri, akan tetapi keluarganya juga dapat memperolehnya.
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g. Asas Tanah Pertanian Harus Dikerjakan atau Diusahakan Secara
Aktif oleh Pemiliknya Sendiri dan Mencegah Cara-Cara yang
Bersifat Pemerasan

Asas ini ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA, vyaitu:
“setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuai hak atas tanah
pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan
sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.” Prinsip
ini menegaskan bahwa siapa pun yang mempunyai hak atas tanah
untuk kepentingan wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri
tanah pertaniannya secara aktif dan dalam mengerjakan atau
mengusahakan tanah pertaniaan tersebut harus dicegah cara-cara yang

bersifat pemerasan.

h. Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana

Asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA,
yaitu: “Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini
memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan
ruang angkasa.” Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1)
UUPA, yaitu: “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2
ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pemerintah

dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum
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mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
1) Untuk keperluan negara;
2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai
dengan dasar ketuhanan yang maha esa;
3) Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial,
kebudayaan, dan kesejahteraan;
4) Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,
peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;
5) Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi,

dan pertambangan.”

Asas Kesatuan Hukum

Asas kesatuan ditemukan dalam Diktum UUPA di bawah
perkataan “Dengan Mencabut” ditetapkan bahwa UUPA mencabut
Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55, Agrarische Belsuit (Keputusan
Raja) Stb. 1870 No. 118 yang memuat Domein Verklaring, Koninkelijk
Belsuit (Keputusan Raja) Stb. 1872 No. 117, dan Buku Il Burgerlijk
Wetboek (BW) sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai
hypotheek yang masih berlaku. Asas kesatuan hukum juga ditemukan
dalam Pasal 5 UUPA, yaitu: “Hukum Agraria yang masih berlaku atas

bumi, air, dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak
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bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini
dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan

mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Asas Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Asas jaminan kepastian hukum ditemukan dalam Pasal 19 ayat
(1) UUPA, yakni: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan
pemerintah.” Asas perlindungan hukum ditemukan dalam Pasal 18
UUPA, vyaitu: “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat , hak-hak
atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak

dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

. Asas Pemisahan Horizontal

Asas pemisahan horizontal ditemukan dalam Pasal 44 ayat (1)
UUPA, yaitu: “Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa
atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain
untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya,

sejumlah uang sebagai uang sewa.”
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Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada
seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil
manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak
penggunaan atas tanah. Dalam hukum agraria di kenal konsep hak atas
tanah, di dalamnya terdapat pembagian antara hak tanah primer dan hak
tanah sekunder. Hak tanah atas primer ialah hak atas tanah yang dapat
di miliki atau di kuasai secara langsung oleh badan hukum ataupun
perorangan yang bersifat lama dan dapat diwariskan, adapun hak tanah
yang bersifat primer meliputi : Hak Milik Atas Tanah (HM), Hak Guna
Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).?
Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas tanah sekunder ialah hak
atas tanah yang memiliki sifat yang hanya sementara saja, seperti hak
gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas
tanah pertanian. Dalam hak-hak atas tanah juga diatur mengenai
perlindungan dan kepastian hukum yang dimiliki yang memliliki

mekanisme tersendiri yang disebut dengan Recht Kadaster.?®

Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai
hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil

manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang

45
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28 Achmad Chomzah, Hukum Pertanahaan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, him.

29 Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, PT. Citra

Aditya Bhakti, Bandung, 1993, him. 78
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dimaksud ditentukan dalam Pasal 16 Jo Pasal 53 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

antara lain :

a. Hak Milik

b. Hak Guna Usaha

c. Hak Guna Bangunan

d. Hak Pakai

e. Hak Sewa

f. Hak Membuka Tanah

g. Hak Memungut Hasil Hutan

h. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomer 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan adanya dua hak yang
sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah yaitu hak membuka tanah
dan hak memungut hasil hutan karena hak—hak itu tidak memberi
wewenang untuk mempergunakan atau menguasahakan tanah
tertentu. Namun kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam Pasal 16
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria sebagai hak atas tanah hanya untuk meyelaraskan

sistematikanya dengan sistematika hukum adat, kedua hak tersebut
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merupakan manivestasi dari hak ulayat. Selain hak-hak atas
tanah yang disebut dalam Pasal 16 dijumpai juga lembaga-lembaga hak
atas tanah yang keberadaannya dalam hukum nasional diberi sifat

sementara. Hak-hak yang dimaksud antara lain :

a. Hak Gadai
b. Hak Usaha Bagi hasil
c. Hak Menumpang
d. Hak Sewa Untuk Usaha Pertanian

Hak-hak tersebut bersifat sementara karena pada suatu saat nanti
sifatnya akan dihapuskan. Oleh karena dalam prakteknya hak-hak tersebut
menimbulkan pemerasan oleh golongan ekonomi kuat pada golongan
ekonomi lemah (kecuali hak menumpang). Hal ini tentu saja tidak sesuai

dengan asas-asas hukum tanah nasional (Pasal 11 ayat (1) ).

B. Tinjauan Umum Fungsi Sosial Tanah
1. Pengertian Fungsi Sosial Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang Ketentuan Pokok Agraria
Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa Semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak dibenarkan
mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah)
semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat

merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi
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sosial ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya.
Asas fungsi sosial atas tanah yaitu asas yang menyatakan bahwa
penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak hak orang lain dan
kepentingan umum, serta keagamaan. Sehingga tidak diperbolehkan jika
tanah digunakan sebagai kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian
bagi masyarakat, fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal
6 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain :

a. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah
yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau
kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah
Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki sifat
komunalistik religius, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, air, dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional.

b. Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang
mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya.
Sebagai  konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang
bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan

pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan
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masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan antara
kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.

Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai
hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan
keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian
haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara
dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga
kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas
tanah saja tetapi juga masyarakat lainya. Oleh karena itu kewajiban
memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau
pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan juga menjadi beban
bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu
hubungan hukum dengan tanah. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjamin hak milik
pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk
kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan masyarakat. Sehingga timbul keseimbangan,
kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi
yang memiliki tanah. Jadi pemilik tanah tidak akan kehilangan haknya
dalam memiliki tanah akan tetapi dalam pelaksanaan untuk
kepentingan umum maka haknya akan berpindah untuk kepentingan

umum.
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Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Terhadap Warga
Negara (Kewarganegaraan)

Tanah merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan Tuhan
pada Negara kita. Untuk itulah supaya tidak timbul masalah, pemerintah
berusaha mengaturnya dengan baik. Keadaan Negara kita sebagai Negara
berkembang menuntut kita melakukan banyak perbaikan dan
pembangunan. Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak
bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti
permasalahannya. Mau tidak mau untuk menjalankan pembangunan,
diadakan proses pengadaan tanah yang asalnya dari tanah yang sudah
dihaki oleh rakyat. Proses tersebut cukup memakan waktu yang lama, oleh
karena salah satu pihak merasa adanya ketidak-adilan. Proses yang cukup
lama ini, otomatis membuat jalannya pembangunan menjadi tersendat.
Maka dari itu dengan memperkenalkan pada masyarakat akan pentingnya
fungsi sosial yang dipunyai oleh seluruh hak-hak atas tanah kiranya dapat
membantu mengubah cara berpikir individual masyarakat. Dengan prinsip
ini kepentingan pribadi atas tanah tidak dibiarkan merugikan kepentingan
banyak orang (umum). Apalagi ditambah dengan peraturan baru yaitu
PERPRES Nomor 36 Tahun 2005 dan PERPRES Nomor 65 Tahun 2006
tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum. Begitu juga dengan pihak pemerintah, harus
memperhatikan jumlah kerugian yang wajar, layak dan adil untuk

pemegang tanah. Dengan begitu tujuan UUPA untuk mencari
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keseimbangan antara dua kepentingan rakyat (pembangunan) dan
kepentingan individu dapat segera terwujud dengan baik.

Salah satu contoh bentuk implementasi dari asas fungsi sosial hak
atas tanah adalah Sebidang tanah milik salah satu warga yang mana
didepan halaman rumahnya terkena pelebaran jalan, jadi pemilik tanah
harus merelakan sebagian tanahnya untuk diberikan guna pelebaran jalan
untuk kepentingan umum. Namun dari tanah yang direlakan untuk
digunakan pelebaran jalan tersebut pemilik tanah mendapatkan uang ganti
rugi dari pemerintah. Dari contoh tersebut seharusnya pemilik tanah
memiliki kesadaran menerapkan asas fungsi sosial atas tanah bagi
kepentingan umum. Contoh kasus pembangunan pelebaran jalan Ngaliyan
-Mijen aturan kerjanya Keppres No0.55/1993, akan tetapi dalam
pelaksanaan pembebasan tanahnya tidak melalui/memakai proses
pelaksanaan pengadaan tanah tidak melalui panitia pengadaan tanah
sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku yaitu Keppres
N0.55/1993, tetapi melalui tim yang dibentuk Pemerintah Kotamadya
Semarang, Panitia pembebasan tanah dan cara penetapan ganti ruginya
tidak memakai dasar NJOP. Besarnya ganti rugi uang yang diberikan
kepada warga yang tanahnya terkepras sebesar Rp.20.000,-/m2, dengan
perincian Rp.15.000,- sebagai uang ganti rugi dan Rp.5.000,- sebagai uang
tali asih, ditambah tanah pengganti berlokasi di Jatisari. Pelaksanaan
pembangunan pelebaran jalan Ngaliyan-Mijen sampai sekarang belum

selesai karena terbatasnya dana yang tersedia di Pemkot melalui APBD
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dan masih adanya masyarakat yang belum mengambil ganti rugi sehingga
tanahnya tidak dapat dibebaskan sehingga Pembangunan Pelebaran Jalan

Ngaliyan-Mijen tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.°

C. Tinjauan Umum Mengenai Rumah Tinggal Dan Bangunan Gedung

1. Pengertian Rumah Tinggal

Dalam arti umum, rumah adalah salah satu bangunan yang
dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa
menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, tetapi untuk istilah tempat
tinggal yang khusus bagi hewan adalah sangkar, sarang, atau kandang.
Dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial-
kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti
keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain. Sebelum
membangun sebuah rumah, ada satu kewajiban yang perlu dimilki, yaitu
IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Surat IMB diberikan instansi berbentuk
dinas yang berada di wilayah pemerintah tingkat kota untuk setiap rencana
pembangunan rumah baru, rehabilitasi atau pun renovasi. Bangunan yang
dimaksud termasuk rumah tinggal, rumah susun, rumah ibadah, hingga
gedung perkantoran. Mengurus IMB sebaiknya dilakukan jauh sebelum
pelaksanaan pendirian pembangunan sehingga kedepannya tidak

bermasalah dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Ketidaklengkapan

30 http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-
hukum.html, diunduh pada 2 Juli 2019 pukul 13.00 WIB



https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sangkar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html
http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html

43

dokumen property akan menyulitkan pemilik rumah kedepannya saat ingin

merenovasi ataupun menjual rumah.

. Fungsi Rumah Tinggal

Dalam kegiatan sehari-hari, orang biasanya berada di luar rumah
untuk bekerja, bersekolah, atau melakukan aktivitas lain. Aktivitas yang
paling sering dilakukan di dalam rumah adalah beristirahat dan tidur.
Selebihnya, rumah berfungsi sebagai tempat beraktivitas antara anggota
keluarga atau teman, baik di dalam maupun di luar pekarangan rumah.
Rumah dapat berfungsi sebagai tempat untuk menikmati kehidupan yang
nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, dan
tempat untuk menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat.
. Pengertian Bangunan Gedung

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 24 tahun 2008 tentang pedoman pemeliharaan bangunan gedung,
fungsi dari bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha,
sosial, dan budaya serta fungsi khusus adalah ketetapan mengenai
pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan

gedung. Dalam membangun sebuah bangunan diperlukan ijin untuk
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mendirikannya, 1zin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB
adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik
bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan

persyaratan teknis yang berlaku.

Fungsi Bangunan Gedung
Pada perkembangannya, kini muncul bermacam-macam bangunan
yang dibuat untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Menurut
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung tidak hanya sebatas digunakan sebagai tempat hunian,
tetapi bangunan juga sekarang didirikan untuk menjawab fungsi sebagai
fungsi keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta khusus. Di bawah ini
merupakan penjelasan lengkap dari masing-masing fungsi bangunan
tersebut :
a. Fungsi Hunian
Pembuatan bangunan rumah tinggal bertujuan untuk memenubhi
kebutuhan manusia akan papan/tempat tinggal. Oleh karena itu,
pembuatan bangunan ini harus memperhatikan faktor keamanan dan
kenyamannya. Contoh-contoh bangunan rumah tinggal antara lain
rumah, perumahan, rumah susun, apartment, mess, kontrakan, kost-

kostan, dan asrama.
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b. Fungsi Usaha
Bangunan dengan fungsi sebagai usaha didirikan untuk
mendukung aktifitas komersial meliputi jual, beli, dan sewa. Bangunan
komersial ditujukan untuk keperluan bisnis sehingga faktor lokasi yang
strategis memegang peranan penting bagi kesuksesan bangunan
tersebut. Contoh-contoh bangunan komersial di antaranya pasar,
supermarket, mall, retail, pertokoan, perkantoran, dan komplek kios.
c. Fungsi Sosial dan Budaya
Mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan
sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan
pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan
bangunan gedung pelayanan umum.
d. Fungsi Keagamaan
Masjid, gereja, kelenteng, pura, dan vihara ialah contoh-contoh
dari bangunan fasilitas peribadatan. Semua bangunan ini ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan batin manusia sebagai makhluk yang
memiliki Tuhan. Bangunan peribadatan biasanya digunakan sebagai
tempat beribadah dan upacara keagamaan.
e. Fungsi Khusus
Mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan
yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau
yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di

sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi
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bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan

keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.

5. Pemeliharaan Bangunan Gedung
Menurut Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 tentang
pedoman pemeliharaan bangunan gedung, pemeliharaan bangunan gedung
adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana
dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. Beberapa jenis
pemeliharaan berdasarkan British Standard Institute (1984) BS 3811 :

1984 Glossary of Maintenance Management Terms in Terotechnology :

1. Pemeliharaan terencana (planned maintenance): pemeliharaan yang
terorganisir dan terencana. Adanya pengendalian dan pencatatan
rencana pemeliharaan.

2. Pemeliharaan preventif (preventive maintenance): pemeliharaan
dengan interval yang telah ditetapkan sebelumnya, atau berdasarkan
kriteria tertentu. Bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan
atau degradasi performa suatu benda.

3. Pemeliharaan korektif (corrective maintenance): pemeliharaan yang
dilakukan setelah kerusakan atau kegagalan terjadi, lalu
mengembalikan atau mengganti benda tersebut ke kondisi yang
diisyaratkan sesuai fungsinya.

4. Pemeliharaan darurat (emergency maintenance): pemeliharaan yang

dilakukan dengan segera untuk menghindari risiko yang serius.



